BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 71 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan  Perkotaan sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan masyarakat dan
sehubungan dengan adanya perubahan Perangkat
Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun
2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Sanggau
perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai
Undang Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1952 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3987);

S8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapakali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 {(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000
tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
135, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4049];

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002,
tentang Penetapan Besarmya Nilai Jual Kena
Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomeor 50, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4200);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomeor 5161);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2014,

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

11. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 59 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sanggau,;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN.
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BAB ]
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

Bupati adalah Bupati Sanggau.

Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau.

Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda,
adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat
PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan dalam wilayah
Kabupaten Sanggau.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap
pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor indentifikasi
objek pajak yang diberikan setiap Wajib Pajak PBB setelah mendaftarkan
objeknya (tanah dan bangunan) yang terdiri dari 18 (delapan belas) digit standar
dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan
desa/kelurahan untuk mengetahui letak Objek Pajak tersebut. |

Zona Nilai Tanah, yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis yang
terdiri atas kelompok obyek pajak yang mempunyai satu nilai indikasi rata-rata
yvang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan obyek pajak dalam satu satuan
wilayah administrasi pemerintahan desa/ kelurahan tanpa terikat pada batas
blok.

Nilai Indikasi Rata-rata, yang selanjutnya disingkat NIR adalah nilai pasar rata-
rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu blok.

Daftar Biaya Komponen Bangunan, yang selanjutnya disingkat DBKB adalah
daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan
pendekatan biaya, yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya
komponen material bangunan dan biaya komponen fasilitas bangunan.

Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata
yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana
tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga
dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOPTKP,
adalah batas nilai juat objek pajak yang tidak kena pajak.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi,
dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperojeh manfaat atas Bumi,
dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
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13.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
Negara (BUMN]), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam
Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai
kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah
surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek
Pgjak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP
adalah Lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data
subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan
lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah
surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan
Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutmya disingkat
SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarmya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,
besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besamya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidek ada kredit pajak.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.



28.

29.

30.

31.

32.

(1)

2

&)

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan
Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat
Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak
ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap
Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pemeriksaan di bidang perpajakan daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksaan
adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang selanjutnya disebut
Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

BAB 11
PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

Bupati mendelegasikan wewenang kepada Kepala Bapenda untuk
menandatangani Keputusan persetujuan atau penolakan dalam hal :

pembetulan SPPT;

pengurangan pajak;

pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;

pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak;

pengembalian kelebihan pajak; dan

pemberitahuan kepada Wajib Pajak atas persetujuan permohonan setelah
lewat jangka waktu yang telah ditetapkan.

oo op

Bupati memberikan wewenang kepada Kepala Bapenda untuk menetapkan pajak
terutang dengan menerbitkan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB.

Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajyib Pajak, wewenang
Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat
dilimpahkan kepada Pejabat 2 (dua} tingkat dibawahnya yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Bapenda.



(1)
(2)

(3)

4)

BAB il
DASAR PENGENAAN PAJAK, TARIF PAJAK
DAN CARA MENGHITUNG PAJAK
Bagian Kesatu
Dasar PengenaanPajak

Pasal 3
Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.

NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga rata-rata yang diperoleh
dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.

Bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru,
NJOP pengganti.

Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga)
tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai
dengan perkembangan wilayahnya.

Bagian Kedua
Tarif Pajak

Pasal 4

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :

a‘

(1)

(2)

(1)

2)

(3)

(4)
(5)

besarnya NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
ditetapkan tarif PBB-P2 sebesar 0,07 % (nol koma nol tufuh persen);, dan

besarnya NJOP lebih besar dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
ditetapkan tarif PBB-P2 sebesar 0,13 % (nol koma tiga belas persen).

Bagian Ketiga
NJOPTKP
Pasal 5

Besar NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiahj untuk
setiap Wajib Pajak.

Apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) objek pajak maka NJOPTKP
dikenakan untuk 1 {satu) objek pajak.

Bagian Keempat
Ketetapan Minimal

Pasal 6

Ketetapan minimal untuk PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- {dua puluh
ribu rupiah).

Terhadap Objek Pajak yang pokok ketetapan PBB-P2 dibawah Rp. 20.000,- (dua
puluh ribu rupiah), maka dikenakan ketetapan minimal.

Ketetapan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan ayat (2} mulai
berlaku pada tahun 2020.

Ketetapan minimal ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Peninjauan ketetapan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
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(6)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Penetapan ketetapan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (S) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Cara menghitung Pajak

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Yang Terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), setelah dikurangi NJOPTKP.

Perhitungan besaran pokok pajak dituangkan dalam SPPT.

Contoh perhitungan penetapan besaran Pajak Yang Terutang sebagaimana
tercantum pada Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PBB-P2
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 8

Tata cara pemungutan PBB-P2 mencakup seluruh rangkaian proses yang harus
dilakukan dalamm menatausahakan, menerima, menyetorkan, dan melaporkan
penerimaan PBB-P2.

Tata cara pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1} meliputi :
prosedur pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek pajak;

prosedur penerbitan, penelitian dan pembetulan SPFPT;

prosedur pembayaran PBB-P2;

prosedur pelaporan PBB-P2;

prosedur penagihan PBB-P2;

prosedur pengurangan PBB-P2;

prosedur pengajuan keberatan dan banding; dan

prosedur pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2.

SR 000

Pasal 9

Prosedur pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)
huruf a adalah kegiatan pengisian SPOP dan L-SPOP oleh Wajib Pajak dengan
dilampiri dokumen pendukung.

Prosedur pendataan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2}
huruf a adalah kegiatan pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data, baik
subjek maupun objek pajak yang dilakukan secara pasif maupun aktif.

Prosedur penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)
huruf a adalah penilaian individu dan penilaian massal yang digunakan sebagai
dasar penetapan NJOP.

Pasal 10

Prosedur penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b
adalah kegiatan yang dilakukan oleh Bapenda dalam menerbitkan SPPT
berdasarkan SPOP dan L-SPOP yang telah diisi oleh Wajib Pajak.

Prosedur penelitian dan pembetulan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (2) huruf b adalah kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh Bapenda atas
kebenaran SPPT dan kelengkapan dokumen pendukungnya.
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Pasal 11

Prosedur pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf ¢
adalah pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak berdasarkan
SPPT dan/atau SKPD.

Pasal 12

Prosedur pelaporan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat {2) huruf d
adalah kegiatan pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan PBB-P2.

Pasal 13

Prosedur penagihan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2} huruf e
meliputi kegiatan pemungutan berdasarkan SPPT dan/atau SKPD yang telah jatuh
tempo, SKPDKB PBB-P2 dan/atau SKPDKBT PBB-P2, STPD dan Surat Teguran yang
diterbitkan oleh Bapenda.

Pasal 14

Prosedur pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f
adalah kegiatan penetapan persetujuan/ penolakan atas pengajuan pengurangan
PBB-P2 yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 15

Prosedur pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) huruf g adalah kegiatan penetapan pengembalian kelebihan
pembayaran PBB-P2 dari Bapenda kepada Wajib Pajak setelah melalui proses
penelitian.

Pasal 16

(1) Untuk melaksanakan Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
Bapenda paling sedikit melaksanakan fungsi :
a. pelayanan;
b. pengolahan data dan informasi; dan
c. pembukuan dan pelaporan.

{2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu melakukan
interaksi dengan Wajib Pajak dalam semua tahapan pemungutan PBB-P2.

(3) Fungsi pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b yaitu untuk mengelola basis data terkait objek pajak dan Subjek Pajak.

(4) Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf c
yaitu untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan dan tunggakan PBB-P2
berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Prosedur Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian Objek Pajak
Paragraf 1
Prosedur Pendaftaran

Pasal 17

{1} Kegiatan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1} wajib
dilakukan oleh Subjek Pajak dengan cara mengambil, mengisi, dan
mengembalikan SPOP dan L-SPOP ke Bapenda.

(2) SPOP dan L-SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Bapenda
dan harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Subjek
Pajak.



3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

)

(1)

(2)
(3)

(4)

Penyampaian SPOI? dan L-SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
paling lambat 30 (tiga pulub) hari sejak tanggal pengambilan SPOP dan L-SPOP..

Bentuk dan isi SPOP dan L-SPOP sebagaimana tercantum pada Lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Prosedur Pendataan

Pasal 18

Kegiatan pendataan dilakukan untuk mengetahui data objek dan Subjek Pajak
termasuk apabila terjadi mutasi keseluruhan dan mutasi sebagian.

Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :

a. pasif, yaitu pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian
SPOP; dan

b. aktif, yaitu pendataan melalui identifikasi objek pajak, verifikasi data objek
pajak, dan pengukuran bidang objek pajak.

Pendataan melalui identifikasi objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
huruf b dilakukan pada objek pajak yang belum terdata dalam administrasi
pembukuan PBB-P2.

Pendataan melalui verifikasi data obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b dilakukan pada objek pajak yang sudah terdata dalam administrasi
pembukuan PBB-P2.

Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila

ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dimiliki Wajib Pajak atau petugas

pajak dengan bukti dilapangan dilanjutkan dengan pelaksanaan pemeriksaan.
Pasal 19

Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terhadap
objek pajak diberikan NOP.

Pendataan terhadap mutasi keseluruhan tidak menghilangkan NOP lama.
Pendataan terhadap mutasi sebagian atas tanah induk, masing-masing penerima
mutasi sebagian mendapat NOP baru, sedangkan NOP lama digunakan sebagai
NOP induk.

Terhadap penggabungan beberapa NOP, salah satu dari NOP tersebut dipakai
untuk NOP induk sedangkan NOP lainnya dihapus.

Pasal 20

Persyaratan untuk dikeluarkannya NOP adalah :

RO oP

(1)
{2)

melampirkan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/ dokumen lain yang sah;
melampirkan alat bukti kepemilikan;

surat keterangan dan desa/kelurahan; dan

mengisi formulir SPOP dan L-SPOP disertai tanda tangan Wajib Pajak atau
kuasanya.

Paragraf 3
Prosedur Penilaian

Pasal 21
Penilaian merupakan kegiatan dalam rangka menetapkan NJOP.

Kegiatan penilaian dapat dilaksanakan melaiui :
9



{3)

(4)

{S)

(6)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3}

(1)

a. penilaian massal, dimana NJOP Bumi dihitung berdasarkan NIR yang terdapat

gada setiap ZNT, sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan DBXB;
an

b. penilaian individu diterapkan pada objek pajak umum yang bernilai tinggi
atau objek pajak khusus.

Kegiatan penilaian sebagaimana dimeksud pada ayat {2) dilakukan dengan tiga
pendekatan penilaian, meliputi :

a. pendekatan nilai pasar;

b. pendekatan biaya; dan/atau

c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.

Pegilaia.n dengan pendekatan nilai pasar dilakukan dengan cara membandingkan
objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis yang nilai
juainya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian.

Penilaian dengan pendekatan biaya dilakukan untuk penilaian Bangunan dengan
cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru
dikurangi dengan penyusutan.

Pendekatan kapitalisasi pendapatan dilakukan pada objek-objek yang
menghasilkan/memiliki nilai komersial dengan cara menghitung atau
memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam satu tahun terhadap
objek pajak dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional, dan hak
pengusaha.

Bagian Ketiga
Prosedur Penerbitan, Penelitian dan Pembetulan SPPT

Pasal 22

Berdasarkan SPOP dan L-SPOP, Bapenda menerbitkan SPPT yang merupakan
ketetapan pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 {satu) tahun pajak.

Wajib Pajak dapat memperoleh SPPT melalui ;

a. pengambilan sendiri di Kecamatan/Kelurahan/Desa tempat objek pajak
terdaftar atau ditempat lain yang ditunjuk; atau

b. pengiriman melalui Pos atau disampaikan oleh petugas Kecamatan/Kelurahan
/Desa.

Bentuk dan isi SPPT sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Sebelum SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak, dilakukan kegiatan penelitian
terhadap isi SPPT.

Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
a. Subjek Pajak;

b. ohjek pajak; dan/atau

¢. NJOP.

Dalam hal ditemukan kesalahan seperti nama Wajib Pajak, SPPT ganda, alamat,
luas objek pajak dan ketetapan pajak, maka Bapenda melakukan pembetulan.

Pasal 24

Dalarmn hal SPPT telah disampaikan kepada Wajib Pajak dan Wajib Pajak
menemukan kesalahan seperti nama Wajib Pajak, SPPT ganda, alamat, luas
objek pajak dan ketetapan pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
pembetulan kepada Bapenda paling lambat 1 (satu] bulan sejak diterimanya
SPPT.
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(2)

(3)

(4)

)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(1)

Permohonan pembetulan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan secara perorangan atau secara kolektif.

Untuk mendukung permohonan pembetulan SPPT sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) oleh Wajib Pajak pribadi dan/atau kolektif, harus memenuhi

persyaratan :

a. dilampin fotokopi SPPT yang dimohonkan;

b. dilampiri fotokopi sertifikat/Surat Keterangan Tanah (SKT) desa dan/atau
surat keterangan yang sah atas obyek pajak;

c. Wajib Pagjak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang bayar yang menjadi
dasar permochonan pembetulan SPPT 3 (tiga) tahun terakhir.

Atas permochonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, Bapenda
melakukan verifikasi dan pembetulan.

Verifikasi dan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling
lambat 3 {tiga) bulan sejak diterimanya pengajuan/permochonan dari Wajib Pajak.

Permohonan pembetulan SPPT yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak
dapat dipertimbangkan.

Bentuk dan isi fomulir pembetulan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Prosedur Pembayaran PBB-P2

Pasal 25

Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB-P2  terutang berdasarkan SPPT
dan/atau SKPD.

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak
melalui bank atau tempat lain yang ditunjuk.

Bank atau tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Apabila tempat pembayaran di tempat lain yang ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), hasil penerimaan pajak disetor ke kas daerah paling
lama 1 (satu) hari kerja.

Apabila batas waktu penyetoran jatuh pada han libur, maka penyetoran
dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 26

Tata cara pembayaran PBB-P2 oleh Wajib Pajak adalah :

a. Wajib Pajak membayar PBB-P2 terutang dengan menunjukkan SPPT
dan/atau SKPD atau NOP pada bank atau tempat lain yang ditunjuk;

b. pembayaran PBB-P2 dilakukan sekaligus atau lunas;

¢. Pajak Yang Terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi paling lambat 6 (enamj
bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak;

d. Wajib Pajak setelah melakukan pembayaran memperoleh STTS atau dokumen
lain yang dipersamakan; dan

e. STTS atau dokumen lain yang dipersamakan dianggap sah apabila telah ada
tanda lunas dari bank tempat pembayaran dan/atau tempat lain yang
ditunjuk.
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(2)

(3)

STTS dibuat 4 (empat) lembar untuk diberikan kepada :

a. Lembar ke-1 diberikan kepada Wajib Pajak;

b. Lembar ke-2 dan ke-3 diberikan kepada Bapenda; dan

c. Lembar ke-4 untuk bank dan/atau tempat lain pembayaran pajak.

Bentuk dan isi STTS sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Prosedur Pelaporan PBB-P2

Pasal 27
Pelaporan PBB-P2 dilaksanakan oleh Bapenda setiap bulan kepada Bupati.

Pelaporan PBB-P2 bertuyjuan untuk memberikan informasi tentang realisasi
penerimaan dan tunggakan PBB-P2 sebagai bagian dari pajak Daerah.

Bentuk, jenis dan isi formulir laporan PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Pelaporan oleh Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berdasarkan SPPT,
SKPD, SSPD, dan dokumen lain yang sah cari bank atau tempat lain yang ditunjuk.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

Bagian Keenam
Prosedur Penagihan PBB-P2

Pasal 29

Penagihan dilaksanakan melalui penetapan STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2
dan/atau SKPDKBT PBB-P2.

STPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diikuti dengan surat teguran dan/atau surat paksa.

Sebelum surat teguran disampaikan, dilakukan upaya persuasif selama 1 (satu)
bulan setelah jatuh tempo.

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan 7 (tujuh) hari
setelah dilakukan upaya persuasif.

Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam hal PBB-P2 terutang belum dibayar sampai tanggal jatuh tempo maka
dikenakan tambahan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
perbulan dengan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Dalam hal setelah 24 (dua puluh empat) bulan, PBB-P2 sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) belum dibayar, diterbitkan STPD senilai SKPD ditambah sanksi
administrasinya dengan dikenakan tambahan sanksi administrasi berupa bunga
2% (dua persen) per bulan dengan paling lama 15 (lima belas) bulan.

Pasal 30

Penetapan SKPDKB/SKPDKBT PBB-P2, dilakukan dengan tahapan:
a. Bapenda memeriksa SPPT/SKPD, STPD dan/atau STTS sebelum lewat jangka
waktu 5 (lima) tahun sejak dibayar oleh Wajib Pajak;
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(2)

(1)

(2)

(3}

(4)

{S)

(©)

(1)

b. terhadap SPPT/SKPD, STPD dan/atau STTS yang ternyata kurang bayar,
Bapenda menetapkan SKPDKB atau SKPDKBT; dan

¢. Wajib Pajak menerima SKPDKB atau SKPDKBT dan membayarkan PBB-P2
terutang sesuai dengan prosedur pembayaran PBB-P2,

Penerbitan Surat Teguran, melalui tahapan :

a. STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan,
dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam
Jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;

b. dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi pajak melampaui jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam waktu 1 (satu) bulan sejak jatuh
tempo, Bapenda melakukan upaya persuasif kepada Wajib Pajak agar
melunasi PBB-P2 terutang;

c. setelah 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo, atas permohonan penundaan atau
pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui, maka
Bapenda tetap melakukan upaya persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi
PBB-P2 terutang; dan

d. setelah 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo, atas permohonan penundaan
atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak
disetujui, maka Bapenda menerbitkan Surat Teguran.

Bagian Ketujuh
Prosedur Pengajuan Keberatan dan Banding

Paszal 31

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda
atau pejabat yang ditunjuk atas :

SPPT;

SKPD;

STPD;

SKPDKB; dan

SKPDKBT.

opo oy

Keberatan diajukan secara tertulis daiam bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan diluar kekuasaannya.

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling
sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4} tidak dianggap sebagai Surat Keberatan
sehingga tidak dipertimbangkan.

Bentuk dan isi fomulir permohonan keberatan sebagaimana tercantum pada
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 32

Pengajuan keberatan atas SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB dan SKPDKBT

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat dilakukan dalam hal :

a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau Bangunan
atau NJOP Bumi dan/atau Bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau

b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan PBB-P2,
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(2)

(1)

(2)

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
a. perorangan atau kolektif untuk SPPT;

b. perorangan untuk SKPD; dan

¢. perorangan untuk STPD;

d. perorangan untuk SKPDKB; dan

e. perorangan untuk SKPDKBT.

Pasal 33

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak
terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Bagian Kedelapan

Prosedur Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pembatalan Ketetapan PBB-P2
Pasal 34

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan
sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak secara
tertulis kepada Bupati melalui Bapenda dengan melampirkan foto kopi STPD,
SPPT, SKPD dan/atau STTS 1 (satu) tahun sebelumnya disertai dengan bukt
dan alasan yang jelas.

Bapenda melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagai
bahan pertimbangan pemberian persetujuan/penolakan atas permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan
pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, tidak menunda kewajiban
pembayaran pajak.

Bentuk dan isi fomulir permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana
tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

Kepala Bapenda berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan
pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (1} berupa bunga dan kenaikan Pajak Yang Terutang
menurut peraturan perundang-undangan, dalam hal sanksi administratif
tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahannya.

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1}, harus memenithi persyaratan :

a. satu permohonan untuk 1 (satu) STPD, SPPT, SKPD dan/atau STTS yang
ditandatangani oleh Wajib Pajak;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan
besaran sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan atau
penghapusan disertai alasan yang mendukung permochonannya;

c. dilampiri fotokopi STPD, SPPT, SKPD dan/atau STTS yang dimohonkan
pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
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(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

d. Wajib Pajak tidak sedang mengajukan keberatan, mengajukan keberatan
namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian
merncabut keberatannya atas STPD, SPPT, SKPD dan/atau STTS, dalam hal
yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi
administratif tercantum dalam STPD, SPPT, SKPD dan/atau STTS; dan

e. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang
menjadi dasar perhitungan sanksi administratif yang tercantum dalam STPD,
SPPT, SKPD dan/atau STTS.

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan
sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 36

Permohonan Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) berupa :

a. pengurangan atau pembatalan STPD, SPPT, SKPD dan/atau STTS yang tidak
benar;

b. pengurangan atau pembatalan STPD;

c. pembatalan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau
diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

d. pengurangan ketetapan Pajak Yang Terutang berdasarkan pertimbangan
kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu obyek pajak.

Kepala Bapenda berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan

pengurangan atau pembatalan pajak kepada Wajib Pajak dalam hal :

a. karena kondisi tertentu obyek pajak yang ada hubungannya dengan Subyek
Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya; dan

b. obyek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

Kondisi tertentu obyek pajak yang ada hubungannya dengan Subyek Pajak
dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a untuk :

a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi :

1. obyek pajak yang wajib pajaknya veteran pejuang kemerdekaan, veteran
pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau
janda/dudanya yang berpenghasilan dibawah upah minimum Daerah,
sehingga kewajiban PBBP2nya sulit dipenuhi;

2. obyek pajak yang wajib pajaknya berpenghasilan semata-mata berasal dari
pensiun atau janda/dudanya, sehingga kewajiban PBBP2nya sulit
dipenuhi;

3. obyek pajak yang wajib pajaknya berpenghasilan dibawah upah minimum
Daerah, sehingga kewajiban PBB-P2nya sulit dipenuhi; dan/atau

4. obyek pajak yang wajib pajaknya berpenghasilan dibawah upah minimum
Daerah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan
lingkungan dan dampak positif pembangunan, sehingga kewajiban PBB-
P2nya sulit dipenuhi.

b. Wajib Pajak Badan meliputi : obyek pajak yang wajib pajaknya adalah Wajib
Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun
Pajak sebelumnya - sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin
berdasarkan hasil audit oleh akuntan publik.

Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf b adalah bencana yang
diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh
alam, antara lain gempa bumi, tsunami, erosi, gunung meletus, banjir,
kekeringan, angin, topan dan tanah longsor,

Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf b meliput
kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman,

15



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 37

Permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), harus memenuhi persyaratan :

a. satu permohonan untuk 1 (satu) STPD, SPPT, SKPD dan/atau STTS yang
ditandatangani oleh Wajib Pajak;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan
besaran pengurangan atau pembatalan ketetapan yang dimohonkan
pengurangan atau pembatalan disertai alasan yang mendukung
permchonannya;

c. dilampiri fotokopi STPD, SPPT, SKPD dan/atau STTS yang dimohonkan
pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak;

d. Wajib Pajak tidak sedang mengajukan keberatan, mengajukan keberatan
namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian
mencabut keberatannya atas STPD, SPPT, SKPD dan/atau STTS, dalam hal
yang diajukan permchonan pengurangan atau penghapusan adalah
pengurangan atau pembatalan ketetapan yang tercantum dalam STPD, SPPT,
SKPD dan/atau STTS; dan

e. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang
menjadi dasar perhitungan pengurangan atau pembatalan pajak yang
tercantum dalam STPD, SPPT, SKPD dan/atau STTS 2 (dua) tahun terakhir.

Permochonan pengurangan atau pembatalan STPD, SPPT, SKPD dan/atau STTS
yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 38

Permohonan pengurangan, penghapusan dan pembatalan dapat diajukan secara
perseorangan atau kolektif.

Permohonan pengurangan, penghapusan dan pembatalan pajak terutang yang

diajukan harus dilampiri :

a. fotokopi SPPT untuk tahun pajak yang diajukan permohonan pengurangan;

b. fotokopi tanda pengenal, tanda anggota veteran bagi anggota veteran;

c. surat keterangan dari pemerintah desa/kelurahan setempat dan/atau instansi
terkait; dan

d. laporan keuangan bagi Wajib Pajak Badan.

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, penghapusan dan

pembatalan pajak terutang apabila telah lunas PBB-P2 yang menjadi dasar
permochonan pengurangan 2 (dua) tahun terakhir.

Atas penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Wajib
Pajak diberikan tanda bukti penerimaan atas surat permochonan Wajib Pajak.

Pasal 39

Besarnya pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau
pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditetapkan
sebagai berikut :

a.

b.

sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 terutang dalam hal kondisi
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a angka 1;

paling tinggi 50 % (lima puluh persen) dari PBB-P2 terutang dalam kondisi
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a angka 2, angka
3 dan angka 4;

paling tinggi 75 % {tujuh puluh lima persen) dani PBB-P2 terutang dalam hal
kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b; dan
paling tinggi 100 % (seratus persen) dari PBB-P2 terutang dalam hal obyek pajak
terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (4) dan ayat (3).
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Pasal 40

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, wajib mengajukan permohonan
pengurangan, penghapusan dan pembatalan pajak terutang 1 (satu) permohonan
untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD, yang diajukan dalam jangka waktu :

a.

b.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2}

(1)

(2)

(3)

4)

paling lambat 3 {tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKPD
dan/atau tanggal 30 Juni tahun pajak berkenaan; dan

paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam atau
terjadinya sebab lain yang luar biasa.

Pasal 41

Keputusan Persetujuan atau Penolakan Pengurangan, Penghapusan dan
Pembatalan PBB-P2 disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) bulan
sejak permohonan diterima.

Apabila Permohonan Pengurangan, Penghapusan dan Pembatalan tidak diberikan
keputusan selama 3 (tiga} bulan sejak diterimanya permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), permohonan dianggap disetujui.

Wajib Pajak melakukan pembayaran setelah menerima keputusan persetujuan
atau penolakan.

Pasal 42

Kepala Bapenda dapat mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak

permohonan Wajib Pajak atas :

a. permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35; dan

b. Permohonan pengurangan atau pembatalan STPD, SPPT, SKPD dan/atau
STTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36;

Atas permohonan tertulis dari Wajib Pajak, Bupati memberikan keterangan
secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan
sebagian atau seluruhnya permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} dan ayat {2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung
sejak permohonan tersebut diterima.

Bagian Kesembilan
Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB-P2.

Pasal 43
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran PBB-P2 dalam hal terdapat selisih antara pajak yang dibayar dengan
Pajak Yang Terutang.

Kelebihan pembayaran PBB-P2 dapat terjadi karena :

a. perubahan peraturan perundang-undangan;

b. keputusan pemberian pengurangan;

c. keputusan penyelesaian keberatan;

d. kesalahan penetapan;

e. kekeliruan pembayaran; dan

f. keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bapenda
dengan melampirkan :

a. SPPT dan/atau SKPD dan STTS asli; dan

b. STPD.

Bapenda menetapkan keputusan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permohonan dari Wajib Pajak.
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(5}

(1)

(2)

)

(4)

Pengembalian kelebihan PBB-P2 dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2
(dua) bulan sejak diterbitkanya SKPDLB.

BAB V
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 44

Pemeriksaan pajak ditujukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan Wajib Pajak
dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.

Pemeriksaan pajak dilakukan dalam bentuk :
a. pemeriksaan sederhana; dan/atau
b. pemeriksaan lengkap.

Pemeriksaan sederhana dapat dilakukan di lapangan dan di Bapenda terhadap
Wajib Pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang
dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman
yang sederhana.

Pemeriksaan lengkap dilakukan di tempat Wajib Pajak untuk tahun berjalan
dan/atau tehun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik
pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.

Pasal 45

Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a
dilakukan dengan cara :

a.

A

memberitahukan agar Wajib Pgjak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku
catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk Xkeluaran dari media
komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;

meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk
keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan
tanda terima;

memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk
keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya;

meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa; dan
meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang
mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 46

Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2} huruf b
dilakukan dengan cara :

a.

b.

C.

memeriksa tanda pelunasan dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan
kewsjiban perpajakan daerah;

memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk
keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya;

meminjam buku- buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk
keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan
tanda terima;

meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;
mermasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan
dokumen, uang, barang, vang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan
usaha dan/atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan
pemeriksaan di tempat-tempat tersebut;

melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu apabila Wajib Pgjak atau
wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat
atau ruangan tertentu, atau tidak ditempat pada saat pemeriksaan; dan

meminta keterangan dan/atau bukti yang diperiukan dari pihak ketiga yang
mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
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(1)

(2)

Q)

(4)

(S)

©)

(7)

{8

(1)

(2)

3)

(4)

Pasal 47

Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, Wajib Pajak atau wakil atau
kuasanya tidak ada di tempat, Pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada
pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili Wajib Pajak
sesuai dengan batas kewenangannya, dan selanjutnya Pemeriksaan ditunda
untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.

Untuk keperluan pengamanan Pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan -
ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang
diperlukan.

Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan
penundaan, Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak juga ada di tempat,
pemeriksaan tetap dilakukan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib
Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pgjak guna membantu
kelancaran Pemeriksaan.

Apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan ijin untuk
memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan
guna kelancaran Pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, Wajib Pajak
atau wakil atau kuasanya harus menandatangani surat pernyataan penolakan
membantu kelancaran Pemeriksaan.

Apabila Wajib Pgjak atau yang diminta mewakili Wajib Pajak menolak untuk
membantu kelancaran Pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani
surat pernyataan penolakan pemeriksaan.

Apabila terjadi penolakan penandatanganan surat penolakan pemeriksaan,
pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani
oleh pemeriksa.

Surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan penolakan
membantu pemeriksaan dan berita acara penolakan pemeriksaan dapat dijadikan
dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan

Penyidikan.

Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar
penerbitan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau tujuan lain untuk pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 48

Apabila perhitungan besarnya Pajak Yang Terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT
dan STPD berbeda dengan SPPT, perbedaan besarnya pajak diberitahukan
kepada Wajib Pajak.

Pemberian tanggapan atas hasil Pemeriksaan dan pembahasan akhir
pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
setelah Pemeriksaan selesai dilakukan.

Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu
paling lama 14 {(empat belas) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai
dilakukan.

Hasil pemeriksaan di kantor Bapenda disampaikan kepada Wajib Pajak segera

setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan
Wajib Pajak.
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(S) Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan atau tidak menghadiri
pembahasan akhir hasil Pemeriksaan, STPD diterbitkan secara jabatan,
berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak.

(6) Pemberitahuan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak tidak dilakukan apabila
pemenksaan dilanjutkan dengan Penyidikan.

(7) Apabila dalam Pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak

pidana di bidang perpajakan daerah, Pemeriksaan tetap dilanjutkan dan
pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun
2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten
Sanggau, dicabut dan dinyatakan tidak bertaku.

Pasal 50
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 3 Desember 2018

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 3 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya,
DAN HAM,

YAKOBUS/ SH, MH

/ Pembina ‘l‘ins kat |
NIP. 19700223 199903 1 002




LAMPIRAN | PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 71 TAHUN 2018

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI! DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

CONTOH PERHITUNGAN PENETAPAN PBB-P2 TERUTANG

(sampai dengan satu milyar}

Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa :

Tanah seluas 1.000 m? dengan harga jual : Rp. 450.000,00 / m?
Bangunan seluas 600 m? dengan nilai jual : Rp. 650.000,00 / m?
Taman seluas 300 m? dengan nilai jual : Rp. 70.000,00 / m?
Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata- rata
pagar 1,5 m dengan nilai jual

aocge

: Rp. 175.000,00 / m?

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

1. NJOP Bumi - 1.000 m2 x Rp. 450.000.,060

2. NJOP Bangunan =
a. Rumah {(bangunan) = 600 m?2 x Rp. 650.000.,00 = Rp.
b. Taman = 300 m?2 x Rp. 70.000.,00 = Rp.
c. Pagar = 120mx 1,5m x Rp. 175.000.,00 = Rp.

Total NJOP Bangunan

390.000.000,00
21.000.000,00
31.500.000,00

Total NJOP Bumi dan Bangunan 1+2

It

PBB Terutang Tarif Pajak X

0,07 % X

2]

NJOPTKP
NJOP Kena Pajak

NJOP KP

O

882.500.000,00

Rp.

Rp.

450.000.000,00

442.500.000,00

o

Rp.
Rp.

892.500.000,00
10.000.000,00

Rp.

Rp.

882.500.000,00

617.750,00

-+



CONTOH PERHITUNGAN PENETAPAN PBB-P2 TERUTANG
(lebih dari satu milyar)
Wajib Pajak B mempunyai objek pajak berupa :

a. Tanah seluas 2.000 m? dengan harga jual: Rp. 750.000,00 / m?
b. Bangunan seluas 800 m? dengan nilai jual : Rp. 1.250.000,00 / m?

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

1.500.000.000,00

1.000.000.000,00

2.500.000.000,00
10.000.000,00

1. NJOP Bumi - 2.000 m* x Rp. 750.000.,00 = Rp.
2. NJOP Bangunan = 800 m2 x Rp. 1.250.000.,00 = Rp.
Total NJOP Bumi dan Bangunan 1+2 = Rp.
NJOPTKP = Rp.
NJOP Kena Pajak = Rp.

PBB Terutang «  Tarif Pajak x NJOP KP
0,13% x 2.490.000.000,00 = Rp.

2.490.000.000,00

3.237.000,00

Salinan sesuai depgan aslinya,
KEPALA BAGIAN/HUKUM DAN HAM,

- YAI{OBUS,'/S}‘, MH

mbina Tingkat 1
NIP. 19700223 199903 1 002
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 71 TAHUN 2018

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAN LAMPIRAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

A. SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)

g
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E. DATA BANGUNAN ~

28. JUMLAH BANGUNAN

F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK
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E D:n'es:er L2 gzr\a%as I Seoang T
21. JUMLAH DGN LAMPU TANPA LAMPU ; 22. JUMLAH LIFT 23 JUMLAH TANGGA
LAPANGAN 11 o =1 S e pa BERJALAN
TENIS b Beton Pl { {  Penumpang .
| Aspa R i | | | Kapsul Lbr < 0.80 M P
i | Tanah Liat | T ;> M |
LI Rumput L1 | ‘ | Barang rzosom T
| 24.PANJANG PAGAR(M) [~ 1 T 1 | { 25. PEMADAM T 4. myaran ; 1.Ada || 2 TicaxAca
i P I i i KEBAKARAN o s
BAHAN PAGAR | K BAKA T 2 Sprnkier | | “.Ada | | 2 TcaxAda
M 1. Baja/Besi ] 2 Bata/Bataco , —_ 3. FireAl ! | 1. Ad3 2. Ticax Ada
il Ry H s =
ML, SAL JRAN 27 KEDALAMAN SUMUR
% JEs. Pasx ARTES:S .




C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3/8
{ BENGKEL / GUDANG / PERTANIAN (JPB}=3/8

28.TINGGI KOLOM (M) [ ] ] 29, LEBARBENTENG (M) [ |
30. DAYA DUKUNG

LANTA! (Kg/M2) LT T ] 31-KELING DINDING (M) [ T T | 32.LUASMEZZANINE [ 1 1 T |

D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD
{] PERKANTORAN SWASTA:’ GEDUNG PEMERINTAHAN (JPB-2/9)

33. KELAS BANGUNAN || 1.Kelas 1 [ 2 ketas 2 [] 3. Ketas3 [ ] 4.Kelas 4
[} TOKO { APOTIK / PASAR / RUKO (JPB=4)
34. KELAS BANGUNAN [ 1.Kelas 1 | 2.Kelas2 || 3.Keias3 [ i 4.Kelas4
(7 RUMAH SAKIT / KLININ (JPB = 50)
35. KELAS BANGUNAN [ ] 1. Kelas 1 | | 2.Kelas 2 (] 3.Ketas 3 [] 4. xetas 4
36. LUAS KMR DNG ‘ | | 37.LUAS RUANGLAINONG [ [ | T |
ACSENTRAL(M2) — AC SENTRAL {M2) V
[ OLAH RAGA / REKREAS! (JPB=6)
38. KELAS BANGUNAN [ ] 1.Kelas 1 (] 2.Kelas 2
[T} HOTEL 7 WISMA (JPB=T)
39. JENIS HOTEL L_| 1. Non-Resort [ 2. Reson B
40. JUMLAH BINTANG || 1.Bintangs |_| 2.Bintang4 |_| 3.8intang3 [ | 4.8intang2 || 5. Non Bintang
41, JUMLAH KAMAR 7 I ] 42. LUAS KMR DNG | | | I | 43 LUASRUANG LAINDNG ] 1T T T 1 |
AC SENTRAL (M2) AC SENTRAL (M2) — 1
[J BANGUNAN PARKIR (JPB=12) )
44, TYPEBANGUNAN [ | 1 Tiged [ 12 Toes [ 3Tpe2  [] 4 Tpe!
[[] APARTEMEN (JPB=13)
45. KELAS BANGUNAN :J 1. Kelas 1 '-] 2. Kelas 2 :'-—J 3. Kelas 3 D & Keias 4
46. JMLAPARTEMEN T T T~ ]47.LUASAPT.ONG [T T | | |48 LUASRUANGLAINDNG | | | |
AC SENTRAL (M2) AC SENTRAL (M2)

[] TANGKI MINYAK (JPB=15) ==
49. KAPASITAS TANGKI (M3) [ T T T | | S0.LETAKTANGKI [ | 1.DiAtas Tanah [ | 2. DiBawah Tanah

(] GEDUNG SEKOLAH (JP8=16)

51. KELAS BANGUNAN || 1.Kelas 1 | 2.Kelas2
E. PENILAIAN INDIVIDUAL (X1000 Rp.)
52. NILAI SISTEM a | | ‘ | | 53. NILA! INDIVIDUAL §ii} ' | |
F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG |

54. TGL KUNJUNGAN LTI TT Tl
KEMBALI
55. TGL PENDATAAN 7 1 | | | 59.TGLPENELITIAN ] |
56. TANDA TANGAN 60, TANDA TANGAN 1
57. NAMA JELAS 61. NAMA JELAS '
ssnp Lo L1 LI TTTTITTI R ) e b L LT T e T3 T0
\

BUPATI SANGGAU,
TTD

PAOLUS HADI
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

J
J

/

YAKOBUS al MH

?ernbma Tn‘ngkat I
NIP. 19700223 199903 1 002
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LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 71 TAHUN 2018

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG

A. BAGIAN MUKA (SPPT)

i




B. BAGIAN BELAKANG (SPPT)

Nama Perugas : Tanda Tangan Petugas :

Discrahkan ke Wajib Pajak tanggal :

e

o

3o

»

\

PERHATIAN

Apabila daiam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lain-lain). Wajib Pajak

dapat menghubung: Bapendis Kabug .iion Sanggau.

Pajak yang tethutang, laeus dibayar sekaligus selasbat-lunbalaya 6 (enam) bulan sejak tanggal

diterimanya Sural Pembernitahvan Pajak Terhuiang (SPPT) ini.

Pajak vang terhutanyg hanya dapal dibayas  ada Tempat Pembeyaran yang ditenwkan pads SPPT int.

Bukti Pelunasan pecisayoran PBB yang sah adalsh Sucat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk

pembayaran seeara lagsung atuu neelalu petugas pemungut

Apubilz pembayaran pajak dilaksanakun dengan sunsicr penundahbukuan pengiriman uang melajui

Bank Kantor Pos, agar mencaniumkan nama Wajib Pgjak. Nomor Objck Pajak. NPHP dan Kode

Akun.

Pajak vang Lo holang vang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan aanksi sebagai berikut ;

3. dende Adminisirasi 2% sebulan dari jumiab pajak yang terhutang yang tidak dibayar. dun

b. ditagih dengon STP.PEB. don dalam ha) STP-PAB tidak dilunasi. dilanjutkan dengan Susar
Paksa yang diiknti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaar Wajib Pajak.

Keberatan atss jumizh pajek yang terhutang pada SPPT ini dapat diajukan ke Bapenda Kabupaten

Sangyaw. dalam jangha wakte 3 (tigs) buira sejak tanggal diterimanya SPPT int.

Permohoran pepguangan pajak ysng discbabkan kirena kondisi terientu Objek Pajak vang ada

hubungannya dengan Wigjib Pujak dan atou karena scbab-sebab erteniu lainoyn. larus diajuk:n

paling lambut 3 (tiga) bulan terhitung sejak ;

4. ditcrimanya SPPTini;

b. terjadi bencana alam aizu sebab-sebab lain yang fuar biasa,

Balas waktu tersebut pada butir 7 dan B dapat diperpanjung jiks Wajib Pajak dapal membuktikan

baiwa hal tersebut diluar kekuasaannys.

Penpajuan keberatan, bunding dan peogurangan tidak menunda kewajiban membavar pajak.

Apabiia Objek Pajak uipindahlangankan kepada pihak kuin, baik seiuruh atau sebagian, Wajib Pjak

harus mwlaporkan ke Bapenda Kabupaten Sunggau.

NIOP sebagai dasar pengenaan P88 pada SPPT ini dapal diperpunakan sebagai dasur pengenaan Beu

Perolehan Hak Atas Tansh Jun atau Bangunan sesuni dengan ketentuan Pasal 6 ayat 3 Peraturun

Dacruh Kabupaten Sanggan Nomor 10 Tahun 2010 dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas

Penphasilor dari Peagalthan Hak Atus Tanah dan atay Bungunan sesuai dengan Pasal 4 Peraturan

Pemenintah Nenmor 48 Tahun 1994 sebugaimana welah beberapa kali diubah wrakhir dengan Perawran

Pemerintah No 79 Tahun {999,

Apabila rengpal jatuh rempa tertulis rangyal :

a) 31 Scptember, maka bulan [ setelah tangeal jatuh tempo adalah tanggat 1 Oktober s/dtanggal 31
Oktober. buian !l adalah tunggal { Nopembers'd 30 Napember, dst.

b) 10 September. inaka bulan 1 sctelah tanggal jatub tempo adalah 11 Seprember w/d winggal 19 )

Oktober: bulan | adalshtanggal 11 Okiober s/d 10 Nopember, dst.

N

Al BUKTI PELUNASAN PBB

.
¥

& MINTA DAN SIMPANLAH STTS ATAU STRUK ATM/BUKTI PE
DARI TP ELEKTRONIK SEBA(

NN
i

MBAYARAN LAINNYA

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGI HUK DAN HAM,

NIP

Y OBUS?[SE _MH
embina ing*kat I

9700223 199903 1 002

| '



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 71 TAHUN 2018

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN iSI FORMULIR PEMBETULAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG

Lampiran : 1 (satu) set

Hal : Permohonan Pembetulan Objek/Subjek PBB Tahun ........
Yth. Kepala Bapenda Kabupaten Sanggau

di ~ Sanggau

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama e e e
NPWP S P PPN
NOP/No.SPPT et raeeaie et e eat e e e nnttettaaaaaeraeas
Alamat Wajib Pajak S PP PPON
Letak Objek Pajak L e eueeean et ettt n e et e e aaeanns
Jumliah Pajak Terhutang TR
Telah kami terima tanggal L e een et iea et eeeeeaae et aaaneaaeaas
NOmMOT TEIEPOII o irreieiireierrereeterneroerersessesostressssenns

Setelah kami teliti ternyata terdapat kesalahan atas SPPT PBB tersebut :
Atas Nama OO PRSPPIt
NOP/No.SPPT U UPPUUUPROOTP
Alamat Wajib Pajak D et eteeieteteeieteteet e ebeeeatet e et enatnteeanas
Letak Objek Pajak PSPPI PP PPOPPP

Luas Tanah T M?2

Luas Bangunan L et a e M2

Dimohon mulai tahun pjk T ettt et e et e et e ettt et et et an et
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini terlampir dokumen antara lain :

Asli/Fotokopi *) SPPT PBB Tahun............. R

fotokopi KTP wajib pajak ;

fotokopi bukti surat tanah berupa ...........cccoceevenenn.. ;

fotokopi bukti surat bangunan berupa ..................... ;

fotokopi NPWP atau surat pernyataan tidak mempunyal NPWP; dan
surat kuasa, dalam hal diajukan oleh kuasa Wajib Pajak.

SPOP / LSPOP;

fotokopi bukti tanda bukti peralihan hak atas tanah dan bangunan; dan
Dokumen lainnya berupa*) ..............

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

............................................

(cememmemeeene et e e )
Keterangan :
*) coret yang tidak perlu, BUPATI SANGGAU,
TTD
Salinan sesuai dengan aslinya, PAOLUS HADI1

KEPALA BAGI/’N HUK}JM DAN HAM,

e

YAKOBUSJSH, MH
F"embina firrigkat |
NIP. 19700223 199903 1 002 29




LAMPIRAN V  PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 71 TAHUN 2018

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI SURAT TANDA TERIMA SETORAN

A. BAGIAN MUKA (STTS)
"’.”"""” -

Lembar ke-1

S =% | Lembar ke-2

Lembar ke-3

S | Lembar ke-4




B. BAGIAN BELAKANG (STTS)
Lembar ke-1

=5 \.
PERNATIAN

—

STTS merupakan bukti pembayaran PBB yung sah. Untui
kepemingan wajib pajak sendiri, simjanlah STTS dengan baik.

g

Atas Pembayaran Pajak Terutang PBB, tidal dikeaakan Buea
Meterai sesuai pasal 4.¢. ULi Na. 13 Tahun 1985 tentang Bea
Meterai.

N

PENJELASAN

f

—

Apabila tanggal jatub ‘erapo tanggal 30 Sepiember, maka yang
dimaksud dergan bulan ke-l* adalah 1anggal 1 Oktober
s/d tanggal 30 Oktober. bulan ke-Il adalah tanggal |
Nopember /d 30 Nopember, dst.

~

Apabila tangga! jawh tempo tangzal 10 Oktober, maka yang
dimaksud dengan bulan ke-I adalah tanggat 11 Oktover
s/d tanggal 10 Nopember; bulan ke-Il adalab tanggal 11
Nopember s/d 10 Desember, dst.

3. L.T. adalah Luas Tanah dalam M- *
L.B. adajab Luas Bangunan dalam M=

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIA¥ HUKUM DAN HAM,

¥AKOBUS, /S, MH

ﬁembina ’l‘in kat I
NIP. 19700223 199903 1 002




LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR » 71 TAHUN 2018

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK, JENIS DAN ISI FORMULIR LAPORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

LAPORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TAHUN PAJAK :
PERIODE BULAN :
KABUPATEN SANGGAU :

e ——— —— _— S — B e B B
NO Kelurahan BUKU REALISASI Y SISA JUMLAH KET
BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI
wp JUMLAII DENDA | WP JUMLAH DENDA| WP JUMLAH | DENDA
JUMLAH ) - B ]
............................... Tanggal.............

. . . Mengetahui
Salinan sesuai dengan aslinya, 8 o
KEPALA BAGI HUKUM DAN HAM, Kepala Badan Pendapatan Dacrah

Kabupaten Sanggau,
BUPATI SANGGAU,

' . D
vAKOBUS, S, MH

l‘embina ’[ﬁnékat I PAOLUS HADI
NIP. 19700223 199903 1 002 "




LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 71 TAHUN 2018

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI FORMULIR PERMOHONAN KEBERATAN

Lampiran ¥ HDODOOCCEE0DOPODOCDEANNEADCABAGASEAOTAT

Hal : Permohonan Keberatan
PBB Tahun ......cccoevvevvvnnn.s

Yth. Bupati Sanggau
Up. Kepala Bapenda Kabupaten Sanggau
J1. Jend. Sudirman No. 02

- Sanggau

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama 3 50000U0TIN00INCCACINNNNNNNCANOE0CONOEDA0A0BOAREEAEEENE HEEEEONAEAONEAEEOEONANNNNaNaaaOaERan:
Alamat 8 oD0CANHONNGENNCOBEENNNNNACHARaNNAGNCNANACEREEAUEEOEENEEEEACEECEOAECOAABEANEAAIANOEAAEABONE
sebagai Wajib PaJak/Kuasa Wajib Pajak*) PBB atas Obyek Pajak yang
terletak di :

Jalan O S P RT:....... RW : .......
Desa / Kel. e e S Kecamatan | ...vevieiiniciiiiiiaa..

No. SPPT O P Tahun @ .o,
Pajak terhutang untuk tahun : ............... Sebesar ! RP cociiiiiiiiiciiiiiiiiiniaeas
O N |

Tanggal diterima SPPT : ......covvvveeeenn..

mohon keberatan atas PBB terhutang tersebut di atas sebesar ...................... %
T P OO PUU O per seratus)
Alasan permohonan keberatan

ILs 66000060000000008008AEARAHA006IBAEAAAEEREAEACIEBEAGEEEACENOOBEBOACONON HENANEEAGEE0Ea0NNaBIEDEEAN000060C
235 0008006000660a0EaE06000a006000 ABAGE00EA0ENANN IE00BEA0N000NBEEAEHCEOHOO0ITONNNa HO0NOEEOnOD0A0000a000A0A00BA00EE

S P P D PP

bersama ini dilampirkan bukti pendukung :

SPPT/SKPD/STPD/ SKPDKB dan SKPDKBT tahun yang bersangkutan

Fotokopi KTP / Kartu Keluarga / Identitas lainnya

Fotokopi bukti pelunasan PBB / STTS tahun yang lalu

Surat Kuasa Khusus/ Surat Kuasa* dalam hal permohonan tidak ditandatangani
WajibPajak

DOKUMEI LAY A cuueiiiiteieieieimiia it te e eaeereeaanaeaasaserisiesenonroroereroasssasarsessnes

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan

Pemohon
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *)

*} Coret yang tidak perlu

Beri tanda X Pada ]
BUPAT] SANGGAU,

Salinan sesuai dengan aslinya, D
KEPALA BAGI HUKUM DAN HAM,

4 PAOLUS HADI

—

vAKOBUS. $H, MH

Pembma"l‘mgkat I
NIP. 19700223 199903 1 002

(3 ]
(98]



LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 71 TAHUN 2018

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI FORMULIR PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

A. BENTUK DAN ISI FORMULIR PERMOHONAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Lampiran 2 CoOCOODENOBOOA0A0000EOGAB0000000000aa0E
Hal : Permohonan Pengurangan
PBB Tahun .....................

Yth. Bupati Sanggau

Up. Kepala Bapenda Kabupaten Sanggau
Jl. Jend. Sudirman No. 02

di — Sanggau

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama A
Alamat A P
sebagai Wajib Pa_]ak/Kuasa Wajib Pajak*) PBB atas Obyek Pajak yang
terletak di :

Jalan T e aaean RT :....... RwW : .......
Desa / Kel. D e LT RHE58) 8 0ou00000000000000000D000000000C
No. SPPT . Tahun @ .
Pajak terhutang untuk tahun : ............... Sebesar : Rp cccvcvviiiiiiiniiiiiiiiinnnns
R PPN )
Tanggal diterima SPPT @ .........coiiineenn

mohon pengurangan atas PBB terhutang tersebut di atas sebesar................. %
([ vre et iittietie ittt e reerereer e bt e eearean e n e aataaann et taneannanrrennrannanneans per seratus)
Alasan permohonan pengurangan

L e e eimie et e e/l el=tm el ol ol < e ettt == ettt el <=2 2 2 o e m e = ) it i e e ol
e ememmomnem e eaimiseia o s siemielo s i iele = o e i e el = o i e a2 = e = < e A = i < e e e o o
G e S R e

bersama ini dilampirkan bukti pendukung :

Fotokopi SPPT tahun yang bersangkutan

Fotokopi KTP / Kartu Keluarga / Identitas lainnya

Fotokopi bukti pelunasan PBB / STTS tahun yang lalu

Surat Pernyataan besarnya penghasilan

Fotokopi SK Pensiun / Janda Pensiun / Warakawuri / Veteran
Fotokopi Struk Tanda Penerimaan Pensiun

Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah / Kepala Desa

Fotokopi SPT PPh tahun terakhir **}

Fotokopi Neraca Rugi Laba tahun terakhir yang telah diaudit Akuntan Publik **)
D103 435 ¢ o3 o W E=14 4 5 o | 2= LU

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan

Pemohon
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *)

*) Coret yang tidak perlu
**) Untuk Wajib Pajak Badan
Reri tanda X Pada [_|



B. BENTUK DAN ISI FORMULIR PERMOHONAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Lampiran e TP S
Hal : Penghapusan Sanksi Admlmsr_rauf

Yth. Bupati Sanggau
Up. Kepala Bapenda Kabupaten Sanggau
Jl. Jend. Sudirman No. 02

1 — Sanggau

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama B 5000500000605906AEEONEEEEEINAIBEICIEBANEINHOEICARERACIEEERERIGEHREEOHR CRAREEERROROEOR OOBAGE
Alamat 5 5OODEDDDACDONNEIONONEOOOEO0EEEEEEOTEADIPEUNEENEDEGEBEEGO0NCNANEAaNAAa0SAIONN0ANEAANAa0aaBAC
sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*) PBB atas Obyek Pajak yang
terletak di:

Jalan e L e e RT ... RW : (...
Desa / Kel. L e eitiaiveiereteerrrrearenene Kecamatan & .oiieeieiiieieiernrireeenerenns

No. SPPT L et aeerieie s aeaas Tahun © i
Pajak terhutang untuk tahun : ............... SebesSar : RP ciiveiiieiiiiiiierrirrenrinnnns
O RPN }

Tanggal diterima SPPT : ........cooeieeni

mohon penghapusan sanksi administratif atas PBB terhutang tersebut di atas
sebesar ........cooveee. Y%

[ o s eime eiin v eis w/aceintoin e o1n 1810 Teie/miaia =i 1ottt b in i et i i e s i per seratus)
Alasan permchonan penghapusan sanksi administratif

L e e ieieaeeeeeasiasaesasaesasieeatteceatiacieaaatttesiacantiocasieenneennaean
e it eeeeaeeeaeaeeeesneeaneteaaieeaeaietaneataanasateaatoeiate i et taatatentateenaaer anenenan

Bt et eeeieeee e ieeiateaaiaieeeaiatassataneaaesiatasinteeratnaeattranttietationenionanas

bersama ini dilampirkan bukti pendukung :

Fotokopt SPPT tahun yang bersangkutan

Fotokopi KTP / Kartu Keluarga / Identitas lainnya

Fotokopi bukti pelunasan PBB / STTS tahun yang lalu

Surat Pernyataan besarnya penghasilan

Fotokopi SK Pensiun / Janda Pensiun / Warakawuri / Veteran
Fotokopi Struk Tanda Penerimaan Pensiun

Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah / Kepala Desa

Fotokopi SPT PPh tahun terakhir **

Fotokopi Neraca Rugi Laba tahun terzkhir yang telah diaudit Akuntan Publik **)
DoKUMEN TAINTIYA .ttt e e iitirieseuioteratosariosnstsoiorssoisnisinassasnsenns

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan

Pemohon
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *)

*) Coret yang tidak periu
** Untuk Wajib Pajak Badan
Beri tanda X Pada [ ]



C. BENTUK DAN ISI FORMULIR PERMOHONAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK

Lampiran L e e e ra s

Hal : Permohonan Pengurangan
PBB Tahun .......ccccevvnnnee.

Yth. Bupati Sanggau

Up. Kepala Bapenda Kabupaten Sanggau
J1. Jend. Sudirman No. 02

di — Sanggau

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| o« -
Alamat g OO
sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*) PBB atas Obyek Pajak yang
terletak di :

Jalan L ke ee s e et a et ettt ta et e RT : ....... RW: .......
Desa / Kel. L ettt eeeeeeeeeeieeeneaeteearanananan Kecamatan @ .ooiiiieeieeivenieiiennnonnnnns
No. SPPT U PPN Tahun .ot
Pajak terhutang untuk tahun : .............. Sebesar i RP cvvvviiivieiiiiriiinieriierens
[ eeereeereeeaeee e et eseeeaa e eesna e et eesanetie s ta et aeeenaaeanerinte s e eeeresttaestraranasaaaernns J
Tanggal diterima SPPT @ .....................

mohon pengurangan atas PBB terhutang tersebut di atas sebesar ................. %
(erveeen e ieiaearteaeeiasiieaen e eea e et ter et neererseneranrnraneeaerans per seratus)
Alasan permohonan pengurangan :

) O PPN
2 PO
e

bersama ini dilampirkan bukti pendukung :

Fotokopi SPPT tahun yang bersangkutan

Fotokopi KTP / Kartu Keluarga / Identitas lainnya

Fotokopi bukti pelunasan PBB / STTS tahun yang lalu

Surat Pernyataan besarnya penghasilan

Fotokopi SK Pensiun / Janda Pensiun / Warakawuri / Veteran
Fotokopi Struk Tanda Penerimaan Pensiun

Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah / Kepala Desa

Fotokopi SPT PPh tahun terakhir **)

Fotokopi Neraca Rugi Laba tahun terakhir yang telah diaudit Akuntan Publik **)
D oKUMEN 1Al YA ottt te ittt it araaraaa

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan

Pemohon
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *}

*) Coret yang tidak perlu
**) Untuk Wajib Pajak Badan
Beri tanda X Pada D
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D. BENTUK DAN ISI FORMULIR PERMOHONAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Lampiran O L T e
Hal : Permohonan Pembatalan
PBB Tahun ......ooevveveeveeen..

Yth. Bupati Sanggau
Up. Kepala Bapenda Kabupaten Sanggau
Jl. Jend. Sudirman No. 02

di — Sanggau

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama ey VU VP S
Alamat OO0 OOaOEE OO a0 GO BOOEEEOS e I CTEOaO0EC000aON0A0000a0E00CO0AOB00000E

sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*) PBB atas Obyek Pajak yang
terletak di:

Jalan OO0 A O DO 0 G 0O OO By RT : ....... RW: .......
Desa / Kel. D e ieaeeearerereeeaanasns L =ere v 1o b G S Pt
No. SPPT PP Tahun @ ...oiiveiririie
Pajak terhutang untuk tahun : ............... Sebesar : RP vvevieiiiiiceiiiieiverians
O PO PPN )
Tanggal diterima SPPT © .........iviiiviinnn

mohon pembatalan atas PBB terhutang tersebut di atas sebesar ................. %
( vveoernenerorsrnioceereraeeenssosesesunsossnnnensosssnrsnnrosaresssarsssnsomnassssassransreseensoses per seratus)
Alasan permohonan pembatalan
PP PP
D e R e T e T T D O L OO O S O
G g R ON

bersama ini dilampirkan bukti pendukung :

SPPT/SKPD/STPD/SKPDKB dan SKPDKBT tahun yang bersangkutan

Fotokopi KTP / Kartu Keluarga / Identitas lainnya

Fotokopi bukti pelunasan PBB / STTS tahun yang lalu

Surat Knasa Khusus/ Surat Kuasa* dalam hal permohonan tidak ditandatangani
Wajib Pajak

|B1o) EET (T 8} ] 398722 cnnomanoonmontasatasceacaacacoa0a000a0a0000a000a3a 000000000000 0a000e00000aa0aRaE

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan

Pemohon
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *)

*) Coret yang tidak perlu
Beri tanda X Pada
BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGI HUKUM DAN HAM,

vAKOBUS,AH, MH

lgembina T‘gnglkat I
NIP. 19700223 199903 1 002




